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ABSTRAK 

Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bisa terjadi pada berbagai 

perusahaan, termasuk dapat melanda perusahaan asuransi yaitu sektor jasa keuangan di 

bidang layanan jasa dan memiliki hubungan hukum dengan pemegang polis melalui 

perjanjian asuransi yang timbal balik dimana klaim polis dianggap sebagai utang yang harus 

dibayarkan oleh perusahaan asuransi. PT. Asuransi Jiwa Kresna sebagai salah satu 

perusahaan asuransi yang mengalami kesulitan ekonomi menunda pembayaran klaim polis 

selama beberapa kali. Pemegang polis yang khawatir klaim tidak dibayarkan mengajukan 

permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan setelah dikabulkan terdapat 

pemegang polis lainnya yang mengajukan Kasasi atas permohonan tersebut untuk 

membatalkan accord yang telah di homologasi dan memohon agar PT. Asuransi Jiwa Kresna 

dinyatakan pailit. Majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama dan kasasi mengabulkan 

permohonan pemegang polis padahal tidak memiliki kedudukan hukum sebagaimana diatur 

pada Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dimana 

yang berwenang mengajukan permohonan adalah Otoritas Jasa Keuangan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut terdapat permasalahan yang diteliti penulis 

mengenai pertimbangan hakim pada putusan terkait serta menganalisa putusan tersebt. 

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan 

konseptual, perundang-undangan, dan kasus, pengumpulan bahan hukum primer dari literatur 

dan peraturan, serta bahan hukum sekunder dan tersier baik dari jurnal dan penelitian 

sebelumnya. Bahan hukum tersebut akan dikaji serta dianalisa untuk menjawab persoalan 

hukum yang telah diteliti. Hasil penelitian menunjukkan pemegang polis hanya 

berkedudukan sebagai kreditor preferen dan tidak berwenang mengajukan permohonan 

karena syarat formil dalam kasus ini merupakan syarat yang tidak boleh dikesampingkan dan 

putusan seharusnya batal demi hukum karena cacat formil. 

Kata Kunci : Kedudukan Hukum, Pemegang Polis, Pailit, Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang, Asuransi 
 


